
B U PA T I K A R A N G A M Y A R

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 
NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
; ■ TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

> - BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan 
Daerah Nomor .... Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, maka perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kara.nganyar tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ; 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75,'Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);

' 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terltang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelimabelas atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); ’

•

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi. Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 123);

21.. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang



Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 37 Tahun 2012 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14
Tahun 2009 tentang Program Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 
Nomor 14);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 
Tahun 2009 tentang Program Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 
2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar 
Tahun 2009 Nomor 15);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor... 
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2014 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 
Nomor...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2014.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2014 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 143.021.955.000,00
b. Dana Perimbangan Rp 939.150.975.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang

Sah Rp 383.876.865.000,00

Jumlah Pendapatan Rp 1.466.049.795.000,00

2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai
2) Belanja Bunga

3) Belanja Subsidi
4) Belanja Hibah

Rp 1.002.354.198.000,00
Rp 0,00

Rp 0,00
Rp 87.413.231.000,00



5) Belanja Bantuan Sosial Rp* 9/795.000.000,00
6) Belanja Bagi Hasil
7) Belanja Bantuan

Rp 2.’000.000.000,00

Keuangan Rp 62.972.414.000,00
8) Belanja Tidak Terduga Rp 2.500.000.000,00

Rp 1.167.034.843.000,00

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dan

Rp 29.001.900.050,00

Jasa Rp 254.809.207.850,00
3) Belanja Modal Rp 206.587.667.100,00

Rp 490.398.775.000,00

Jumlah Belanja Rp 1.657.433.618.000,00

Surplus/(Defi 1 sit) Rp (191.383.823.000,00)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp 198.124.823.000,00

1) Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran 
Sebelumnya Rp 197.383.823.000,00

2) Penarikan dari AMU
Bank Jateng

3) Sharing Cadangan Tujuan
Rp 194.000.000,00

Dari Bank Jateng Rp 547.000.000,00

b. Pengeluaran
1) Penyertaan Modal (Investasi)

Rp 6.741.000.000,00

Pemerintah Daerah 
2) Pemberian Pinjaman

Rp 6.741.000.000,00

Bergulir Dana Tunda 
Jual Rp 0,00

3) Pembayaran Hutang
Talangan LUEP kepada 
Propinsi Rp 0,00

Jumlah Pembiayaan netto Rp 191.383.823.000,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran
Tahun berkenaan 0,00



Pasal 2
Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1 Peraturan 
Bupati ini.

Pasal 3
Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci 
lebih lanjut sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan 
Bupati ini

Pasal 4 ,
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini.

Pasal 5
Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam 
peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- 
SKPD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini berlaku sejak 1 
Januari sampai dengan 31 Desember 2014.

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar 
pada tanggal

BUPATI KARANGANYAR,

Diundangkan di Karanganyar

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014 NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA 
TENGAH : (28/2014)


